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ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,
Menimbang :a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Angaran 2019,
perlu disusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung (APBKp);

b. bahwa pedoman penyusunan APBKp merupakan upaya
untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan. Kampung, Pelaksanaan
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lkembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Ain”



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

8.

'Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 .tentang Dana
Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan....A/3~
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15.

16.

17.

16.

17.

18.

19,

20.

al.

22.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuarigan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Peubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014
Nomor 57),
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 47);
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 48);
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 413).

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

4. Keuangan Kya



4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban kampung.

5. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan
pengawasan keuangan kampung.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang
selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan
Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.

7. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk
oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam
rangka pelaksanaan APBKp.

8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan
Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung,
Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak
Terduga.

9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah
dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;

10. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK
adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang
diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan
kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;

11.Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut
BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian
besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat kampung;

12. Pedoman Penyusunan APBKp adalah pokok-pokok kebijakan
yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan
kampung dalam penyusunan dan penetapan APBKp.

13. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal
dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau
perolehan hak lainnya yang sah.

14. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES
adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Kampung. kipBAB II
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(1)

(2)

(3)

BAB if
PENYUSUNAN APBKp

Pasal2
Penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2019, meliputi:

Latar Belakang;
Pengertian Umum;
Prinsip Penyusunan APBKp;
Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBKp;
Teknis Penyusunan APBKp;
Hal-hal lain dalam Penyusunan APBKp;

g. Mekanisme Penetapan APBKp.
op

Uraian pedoman penyusunan APBKp Tahun Anggaran
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
Mekanisme APBKp Pemerintah Kampung Tahun
Anggaran 2019 meliputi Perencanaan, Penganggaran,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dapat
berbasis aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian
Terkait Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

B.

Pasal3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues.

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 31 Desember 2018 M

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 31Desember 2018 M

24 Rabiul Akhir 1440 H

PATI GAYO LUES,R»
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR- : 42 TAHUN 2018
TANGGAL : 31DESEMBER 2018 M

24 RABIUL AKHIR 1440H

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KAMPUNG TAHUNANGGARAN 2019

LATAR BELAKANG
Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu terwujudnya Gayo Lues

yang Islami, Mandiri, dan Sejahtera serta dengan Misi :

A

1. Meningkatkan penerapan Syari’at Islam dan nilai budaya Gayo Lues
yang Islami di semua aspek kehidupan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri
dan partisipatif dalam pembangunan.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues' melalui
pemberdayaan dan pemerataan ekonomi dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang responsif dan akuntabel melalui
penguatan kelembangaan pemerintah yang bersih, sederhana dan
berwibawa.

Berkaitan dengan perkembangan pembangunan daerah, dijadikan
pertimbangan dalam Fase Peningkatan Kualitas Pelayanan publik,
sehingga diarahkan untuk terwujudnya percepatan kesejahteraan
Masyarakat Gayo Lues diantaranya melalui pendekatan pelayanan,
Peningkatan Pembangunan, Peningkatan Potensial Ekonomi Masyarakat,
Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal, Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
khususnya Kepentingan Umum, Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Alam (SDA) serta Peningkatan promosi untuk menarik Investor di bidang
Sumber Daya Alam.

Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, tidak semua bidang maupun urusan
diberikan alokasi anggaran yang sama, dengan mempertimbangkan isu-
isu Nasional yang aktual, masalah dan tantangan di tingkat kampung
dan kecamatan serta masalah yang sedang berkembang di wilayah
Kabupaten Gayo Lues, maka prioritas pembangunan di Kabupaten Gayo
Lues pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan hal-hal sebagai
bevikut:

Tepat sasaran;
Tepat jumlah;
Tepat harga;
Tepat waktu;
Tepat administrasi; dan
Tepat kualitas.
Untuk menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019, maka
perl Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2019.

B. PENGERTIAN AY
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PENGERTIAN UMUMB.
1. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat
APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan
Urang Tue, dan ditetapkan dengan Resam Kampung.

4. Pelaksana Pengelola Kegiatan Kampung yang selanjutnya disebut
PPKKp adalah terdiri dari Sekretaris Kampung, Kasi, Kaur dan Kaur
Keuangan.

5S. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh
Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan
keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.

6. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKp) adalah hasil
musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang
selanjutnya disingkat RPJMKp adalah dokumen perencanaan
kampung untuk periode 6 (enam) tahun.

8. Pendapatan Kampung adalah uang yang masuk ke kas kampung
tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.

9. Pendapatan Asli Kampung selanjutnya disebut PAKp adalah
Pendapatan Asli Kampung yang terdiri dari usaha kampung, hasil
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan _lain-lain
pendapatan asli kampung yang sah.

10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana
perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gayo Lues yang diterima oleh Kampung setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

11.Alokasi Dana Kampung Khusus yang selanjutnya disebut ADKK
adalah dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Gayo Lues yang diterima oleh Pemerintah
Kampung.

12. Belanja kampung adalah uang yang keluar dari kas kampung yang
tidak bisa ditarik kembali.

13. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara Pendapatan
Kampung dan Belanja Kampung.

14. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara Pendapatan
Kampung dan Belanja Kampung.

15. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

16.Sisa “\—



16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaranselama satu periode anggaran.
17. Piutang Kampung adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah kampung dan/atau hak pemerintah kampung yang dapatdinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnyaberdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yangakan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBKP.

20.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yangtelah ditetapkan dalam Perubahan APBKp dan/atau Perubahan
Penjabaran APBKp.

21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang
anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

22.Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

23.Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKKp
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar
yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh Pengulu.

24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

PRINSIP PENYUSUNAN APBKp
PenyusunanAPBKp didasarkan prinsip sebagai berikut :

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan kampung;

b. Tertib, taat pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, efesien,
ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan danmanfaat untukmasyarakat;

c. Tepatwaktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentangAPBKp;

e. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh
warga kampung tanpa membeda-bedakan;

f. Kebutuhan

nN



f. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kampung
yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung;

g. Kewenangan kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala kampung;

h. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan_ kreatifitas
Masyarakat;

ii Swakelola dan berbasis sumber daya kampung mengutamakan
pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya
alam kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan
warga kampung dan kearifan lokal; dan

j. Tipologi kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi,
dan ekologi kampung yang khas, serta perubahan atau
_perkembangan dan kemajuan kampung.

k. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undanganyang lebih tinggidan gqanun lainnya.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKp
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung harus selaras dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang telah ditetapkan
dengan Resam Kampung dan apabila RPJMKp tersebut tidak selaras dengan
RPJMN, RPJMP dan RPJM Kabupaten, Pemerintah kampung dapat
melakukan reviuw RPJMKp dengan ketentuan terjadinya Perubahan
Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, terjadinya Force Majeur atau
konflik sosial yang berkepanjangan.
Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung
dalam penyusunan APBKp terkait dengan Pendapatan Kampung, Belanja
Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Kampung
1. Pendapatan Asli Kampung

Penganggaran Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan dengan cara:

1) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
dari hasil usaha kampung, penganggarannya berdasarkan hasil usaha
dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai
prediksi yang akan diterima pada tahun berjalan.

2) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
hasil aset kampung, penganggarannya berdasarkan hasil aset dengan
memperhatikan realisasi pendapatan tahun lalu disertai prediksi yang
akan diterima pada tahun berjalan.

3) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
dari Hasil Usaha dianggarkan sebesar pendapatan hasil usaha yang
dikelola oleh BUMK denganmemperhatikan realisasi pendapatan tahun
lalu disertai prediksi pendapatan yang akan diterima pada tahun
berjalan denganmemperhatikan resam yang telah ditetapkan.

4) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat dianggarkan
sebesar hasil kesepakatan musyawarah untuk melaksanakan suatu
kegiatan yang nilainya disetarakan dengan nilai uang tunai.

ntuk



5) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
dari Zakat, Infeq dan Shadaqah (ZIS) penganggaran Pendapatan dan
Belanjanya berpedoman kepada Resam Kampung.

6) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
dari Bunga Bank penganggaran Pendapatan dan Belanjanya
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

7) Untuk Kelompok Pendapatan Asli Kampung (PAKp) yang bersumber
dari Lain-lain Pendapatan Asli Kampung penganggarannya sesuai
Resam yang telah ditetapkan dengan memperhatikan realisasi
pendapatan tahun lalu disertai prediksi pendapatan yang akan diterima
pada tahun berjalan.

2. Kelompok Transfer ;

Penganggaran Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal
15 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

1. Dana Kampung yang bersumber dari APBN penganggarannya mengacu
kepada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap
Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penganggarannya
mengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues.
Dalam hal Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat
kekurangan salur tahun 2018 maka penganggarannya dianggarkan
tersendiri pada kode rekening kelompok dana transfer pada jenis Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Alokasi Dana Kampung (ADK) Defenitif dan Kampung Persiapan,
Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung, Urang Tue dan
Perangkat Urang Tue serta Linmas mengacu kepada Keputusan Bupati
Gayo Lues.

4. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat penganggarannya mengacu
kepada Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal Peraturan tersebut diterbitkan setelah Resam Kampung
tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan
hal tersebut pada Resam Kampung tentang Perubahan APBKp atau
dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKp bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan
APBKp.
Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukkannya diserahkan
sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di kampung.
Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APBKp,
penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-
undangan.

5. Bantuan Keuangan APBA Provinsi Aceh penganggarannya mengacu
kepada Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal Peraturan tersebut diterbitkan setelah Resam Kampung
tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan
hal tersebut pada Resam Kampung tentang Perubahan APBKp atau
dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKp bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan
Perubahan APBKp.

Bantuan



Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukkannya diserahkan
sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi di kampung.
Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APBKp,
penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-
undangan.

6. Bantuan Keuangan APBK Gayo Lues penganggarannya mengacu
kepada Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud diterbitkan setelah resam
tentang APBKp ditetapkan, Pemerintah Kampung harus menyesuaikan
Bantuan Keuangan tersebut pada Resam Kampung tentang Perubahan
APBKp atau dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBKp bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan
perubahan APBKp.
Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukkannya diserahkan
sepenuhnya kepada pengulu penerima bantuan dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di
kampung.
Bantuan Keuangan bersifat khusus-~ - dianggarkan
pendapatannya dalam APBKp, penggunaannya mengacu
kepada Peraturan Perundang-undangan.

3. Kelompok pendapatan lain-lain.
Penganggaran Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 16
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Kampung dilakukan dengan cara :

a. Penerimaan Dari Hasil Kerja Sama Kampung.
b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di

kampung;
c. Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tidak

mengikat dan penganggarannya berdasarkan bantuan hibah atau
sumbangan dari pemberi hibah atau penyumbang.
Dalam hal bantuan hibah dan sumbangan dimaksud dapat diterima
setelah resam APBKp ditetapkan, maka penganggarannya Pemerintah
Kampung harus menyesuaikan dengan penganggaran pada Resam
Kampung tentang Perubahan APBKp.
Dalam hal Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk uang
dimasukkan kedalam APBKp.
Dalam hal hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk
barang, baik barang bergerak dan barang tidak bergerak dicatat sebagai
inventaris kekayaanmilik kampung.

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun
anggaran berjalan;

e. Bunga Bank; dan
f. Pendapatan Lain Kampung Yang Sah.

b. Belanja Kampung
Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening
kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
kampung.

Penganggaranma



Penganggaran belanja kampung ditetapkan dalam APBKp digunakan
dengan ketentuan :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) digunakan untuk
kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung meliputi :

a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap),
Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kampung.
(1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pengulu

Kampung.
(2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

Kampung.
(3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengulu dan Perangkat

Kampung. ;

(4) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK,
Honor PKPKp dan PPKp).

(5) Penyediaan Tunjangan Urang Tue.
(6) Penyediaan Operasional Urang Tue (Rapat, ATK, Makan

Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
(7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
(8) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah

Kampung.
.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
(1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran

/Pemerintahan.
(2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung
(3) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung /

Prasarana Kantor Kampung
(4) Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah

Kampung.

c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan.
(1) Pelayanan Umum Administrasi Umum dan

Kependudukan.
(2) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa.
(3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah

Kampung.
(4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang

Kependudukan dan Capil.
(5S) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara

‘ Partisipatif.
(6) Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil,

Statistik dan Kearsipan.

d. Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan.
(1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung /

Pembahasan APBKp (reguler).
(2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya

{musdus, rembug kampung non reguler).
(3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung

(RPJUMKp/RKPKp dll).
(4) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung

(APBKp,APBKp Perubahan, LPJ dil).

(5) Pengetolaan A



(5) Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset
Kampung.

(6) Penyusunan Kebijakan Kampung (Resam/Peraturan
Kampung selain Perencanaan Keuangan).

(7) Penyusunan Laporan Pengulu Kampung, LPPKampung
dan Informasi kepada masyarakat.

(8) Pengembangan Sistem Informasi Kampung.
(9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan Kampung.
(10) Dukungan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan Kampung.
(11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan

Pengiriman Kontingen dalam Lomba Kampung.
(12) Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

e. Sub Bidang Pertanahan.
(1) Sertifikat Tanah Kas Kampung.
(2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan

Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).
(3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
(4) Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan.
(5) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan.
(6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
(7) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Kampung.
(8) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

a) Alokasi Dana Kampung Defenitif dan Kampung Persiapan
penganggarannyamengacu kepada Keputusan Bupati Gayo Lues.
1. Apabila APBKp belum ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Gayo Lues
Nomor 41 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Kampung, pemerintah Kampung hanya dapat melakukan
kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja kampung digunakan untuk mendanai :

a. Pelaksanaan Pembangunan Kampung :

a) Sub Bidang Pendidikan.
(1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

. non formal milik kampung (honor, pakaian dll).
(2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD

dst).
(3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi

Masyarakat.
(4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/

Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kampung.
(5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA

/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik kampung.
(6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

Sarana/Prasarana/Alat Praga PAUD / TK / TPA / TKA
/TPQ/Madrasah.

(7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/
Sanggar Belajar. L-(8) Pengelolaan



(8)

(9)

(10)
(11)

Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan
Buku, Honor, Taman Baca).
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan
Belajar.
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
Lain-lain Sub Bidang Pendidikan.

b) Sub Bidang Kesehatan.
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

Penyelenggaraan Pos Kesehatan kampung/Polindes
Milik Kampung (obat, insentif, KB dsb).
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas
Bumil, Lansia, Insentif).
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk
masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dil).
Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan.
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat
Kampung.
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan
Tradisional
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes
/PKD.
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD-
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ksehatan.

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Pemeliharaan Jalan Kampung.
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang.
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
Pemeliharaan Jembatan Kampung.
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-
gorong/Selokan/Parit/Drainase dll).
Pemelihraan Gedung/prasarana Balai Kampung/balai
Kemasyarakatan.
Pemelihraan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan
Milik Kampung.
Pemeliharaan Embung Milik Kampung.
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung.
Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan/ PengerasanJalan Kampung.
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan Permukiman.
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/PengerasanJalan Usaha Tani.
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan
jembatan milik kampung.
Pembangunan/rehabilitas/Peningkatan Prasarana

1)

3)
4) Je
5)

6)

7)

8)
9)
10)

Jalan kampung (Gorong, selokan, dll).
Pembangunan / rehabilitas / Peningkatan Balai
Kampung/Balai Kemasyarakatan.
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pemakaman
Miliki Kampung /_ Situs’ Bersejarah Milik
Kampung/Petilasan.
Pembuatan/Pemukiman Peta Wilayah dan Sosial
Kampun.

18) Penyusunan



d)

18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Kampung.

19) Pembangunan / rehabilitas / Peningkatan Embung
Kampung.

20) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Monumen /
Gapura/Batas Kampung.

21) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang.

Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/

rehab rumah tidak layak huni warga miskin (GAKIN).
2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung.
3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,

Sumur Bor dll).
4) Pemeliharaan sumbangan air bersih kerumah tangga

(Pipaniasi).
5) Pemelihraan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong,

selokan, parit diluar prasarana jalan).
6) Pemelihraan fasilitas jamban Umum/MCK Umum dil.
7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung

(Penampungan, Bank Sampah dll).
8) Pemelihraan sistem pembuangan air limbah (drainase,

air limbah rumah tangga).
9) Pemeliharaan taman-taman bermain milik kampung.
10) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan sumur

resapan.
11) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumbangan

Air Bersih Kerumah Tangga.
12) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sanitasi

Pemukiman.
13) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas

Jamban Umum / MCK Umum, dil.
14) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas

Pengelolaan Sampah.
15) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sistem

Pembuangan Air Limbah.
16) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Taman/

Taman Bermain Anak Milik Kampung.
17) Lain-lain sub Bidang Perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman.

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
1) Pengelolaan Hutan Milik Kampung.
2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kampung.
3) Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran

tentang LH dan Kehutanan.
4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan

Lingkungan Hidup.

e)

vA

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Kampung.
2) Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (poster,

baliho dll).
3) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi

Komunikasi dan Informasi lokal kampung.

f)

4) Lain-lain 4 _—



4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan informatika.

g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

Kampung.
2) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan

Prasarana Energi Alternatif Kampung.
3) Pengembangan Parawisata Tingkat Kampung.

h) Sub Bidang Parawisata
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Parawisata Milik

Kampung.
2) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana. dan

Prasarana Parawisata Milik Kampung.
3) Pengembangan Parawisata Tingkat Kampung.
4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Parawisata.

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat.
1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung.
2) Penguatan dan Peningkatana Kapasitas Tenaga

Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung.
3) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung.
4) Persiapan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal

Kampung.
5) Penyediaan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal

Kampung.
6) Bantuan Hukum untuk Aparatur Kampung dan

Masyarakat Miskin.
7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat

di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
8) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat

Kampung.
2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan

Kebudayaan (wakil kampung tingkat
- Kecamatan/Kabupaten).

3) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,
dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dil).

4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah
Adat dan Kegamaan Milik Kampung.

5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana
Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik
Kampung).

6) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan.

c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga

Sebagai Wakil Kampung Tingkat Kecamatan/
Kabupaten.

2) Penyelenggaraan



2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat
Kampung.

3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan
Olaraga Tingkat Kampung.

4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Olahraga Milik Kampung.

5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung.

6) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga
Tingkat Kampung.

7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan
Olahraga.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
1) Pembinaan Lembaga Adat.
2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
3) Pembinaan PKK.
4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
5) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

c. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
a)

b)

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik

Kampung.
2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik

Kampung.
—

3) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/
Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan
Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dill).
6) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan

Darat/Nelayan.
7). Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan

Perikanan.

|

if

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat

produksi/pengelolaan/penggilingan).
2) Peningkatan Produksi Peternakan (alat

produksi/pengelolaan/kandang).
3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung

_ (Lumbung Kampung dil).
4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna

untuk Pertanian/Peternakan.
6) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
7) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan

Peternakan.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
1) Peningkatan Kapasitas Pengulu Kampung.
2) Peningkatan Kapatitas Perangkat Kampung.
3) Peningkatan Kapasitas Urang Tue.
4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas

Aparatur Kampung.

d. Sub Bidang



d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga.
1) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
2) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak.
3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable

(Penyandang Disabilitas).
4) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah
(UMKM).
1) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM.
2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi.
3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk

Pengembangan Ekonomi Perkampungan non Pertanian.
4) Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan

Menengah (UMKM).

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
1) Pembentukan BUMKp (Persiapan dan Pembentukan

Awal BUMKampung).
2) Pelatihan Pengelolaan BUMKp (Pelatihan yang

dilaksanakan oleh Pemerinah Kampung).
3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman

Modal.

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1) Pemeliharaan Pasar Kampung /Kios Milik Kampung.
2) Pembangunan/Rehab Pasar Kampung /Kios Milik

Kampung.
3) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kampung.
4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan

kelompok usaha ekonomi produktif.
5) Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

d. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK KAMPUNG
a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Penanggulangan Bencana

b. Sub Bidang Keadaan Darurat
1) Penanganan Keadaan Darurat

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
1) Penanganan Keadaan Mendesak

1. Surplus/Defisit
Selisih antara pendapatan kampung dengan anggaran belanja
kampung mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

a

Dalam hal APBKp diperkirakan Surplus diutamakan dengan
penyertaan modal kampung.

Dalam hal



Dalam hal APBKp diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA), pencairan dana cadangan dan penjualan kekayaan kampung
yang dipisahkan.

. Pembiayaan Kampung2.
Pembiayaan Kampung meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
1) Penerimaan Pembiayaan

(1) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan. penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa
dana kegiatan lanjutan.
SUPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan
untuk:
(a). Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan

lebih kecil dari pada realisasi belanja;
(b). Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
(c). Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum diselesaikan.
(2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
Pencairan dana cadangan dan besarannya berdasarkan Resam
Kampung.

(3) Penjualan Kekayaan
Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan
digunakan untuk menutupi defisit dan selanjutnya untuk
menganggarkan pengganti penjualan kekayaan kampung yang
dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

a) Pembentukan Dana Cadangan;
Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan
untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran.
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan resam
kampung paling sedikit memuat:
(1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
(2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;
(3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan;
(4) Sumber dana cadangan; dan
(S) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan AL



b)

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening
tersendiri.
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan Pengulu Kampung.

Penyertaan Modal Kampung.
Penyertaan Modal Kampung paling sedikit 30% (tiga puluh
perseratus) setelah dikurangi Belanja Penyelenggaraan
Pemerintah Kampung dan diutamakan untuk membentuk/
meningkatkan permodalan BUMKp dan BUMKp bersama yang
dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan dibidang
pemberdayaan ekonomi dan atau pelayanan umum yang
dikelola oleh kampung dan atau kerja sama antar kampung.

3) Selisih Penerimaan dan Pengeluaran
Dalam penyusunan APBKp, jumlah Penerimaan Pembiayaan
harus lebih besar atau minimal harus sama dengan jumlah
Pengeluaran Pembiayaan.

TEKNIS PENYUSUNAN APBKp
.

Dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kampung
dan Urang Tue perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:
a. Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan

kebutuhan Kampung, meliputi :

a. Belanja Pegawai.
Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap
dan tunjangan.

b. Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, antara lain :

(a).
(b).
(c).
(d).
(e).
(f).
(g).
(h).
(i).
(j).
(k).
(1).
(rm).
(n).
(0).
(p).
(q).

Alat tulis kantor;
Benda pos;
Bahan/material;
Pemeliharaan;
Cetak Administrasi publikasi;
Penggandaan;
Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
Makanan dan minuman rapat;
Pakaian dinas dan atributnya;
Perjalanan dinas;
Upah kerja;
Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
Operasional Pemerintah Kampung;
Operasional Urang Tue;
Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
Honorarium Petugas Pengamanan Kantor.
Dan lain-lain kebutuhan perkantoran.

Khusus mengenai perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
huruf j diatas, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan
perjalanan dinas pada kegiatan dengan standar biaya perjalanan
dinas berpedoman kepada Keputusan Bupati.

c. Belanja



c. Belanja Modal.
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang _onilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan kampung.
Belanja barang dan jasa dan belanja modal dianggarkan untuk
kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung_ kegiatan
operesional perkantoran, Kelompok Pembangunan Kampung,
Kelompok Pembinaan Kampung, Kelompok Pemberdayaan
Masyarakat Kampung dan Kelompok Belanja Tak Terduga.
Khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di kampung,
pelaksanaannya mengacu kepada Perka LKPP No 13 tahun 2013
dan perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang meliputi :

i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar
setempat atau harga pasar terdekat dari kampung tersebut.

2. Dalam Penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim
atau ongkos Pengambilan atas barang/jasa yang akan
diadakan.

3. Dalam menyusunan RAB yang dimakud pada poin 2 diatas
memperkirakan estimasi pajak yang timbul akibat belanja
barang dan jasa.

. Dalam penyusunan APBKp tetap memperhatikan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih¢.
optimal sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Kampung
menyusun dan menetapkan APBKp Tahun Anggaran 2019.

. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Kampungd.
agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBKp, mulai dari
penyusunan, Penyampaian Kepada Urang Tue, dan Persetujuan
Urang Tue.

. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten (RKPK) dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung
(RKPKp) dengan RAPBKp, sehingga APBKp merupakan wujud
keterpaduan seluruh Program Nasional, Daerah dan Kampung dalam
upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
di kampung.
Perubahan APBKp Tahun Anggaran 2019 diupayakan dilakukan
setelah penetapan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2019, dalam hal laporan

f.

Pertanggungjawaban Re



pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Kampung
tetap melakukan Perubahan APBKp sesuai dengan jadwal waktu yang
ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan
APBKp agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBKp Tahun
Anggaran 2019.

HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBKpfy

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2019,
selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKp, juga
memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:
1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Kampung pada tahun

anggaran 2019 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
1) Mempertajam alokasi anggaran secaraefesien — dan

selektifmungkin dengan memberikan perhatian khusus pada
upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat
pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang
perekonomian daerah khususnya sektor riil;

2) Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang
bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan
memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan
yang dapat memberdayakan masyarakat;

3) Mempercepat dayaserap anggaran, sehingga dapat memperkecil
SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di
kampung.

2. Sehubungan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Pemerintah
Kampung harus memperhatikan skala prioritas penggunaan dana
kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang pembangungan kampung dan pemberdayaan masyarakat
kampung

3. Pembangunan sarana dan prasarana kampung dilaksanakan
berdasarkan skala prioritas dan mempunyai daya ungkit terhadap
peningkatan dukungan perekonomian masyarakat.

4. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kampung yang baik, agar
Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas
aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi keuangan
kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan melalui perbaikan prosedur,
penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi
secara kontinyu, akuntabel dan transparan.

5. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan
anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp secara cepat dan akurat,
Pemerintah Kampung agar mengupayakan dukungan terhadap
pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Kampung.

7. Peningkatan kapasitas kelembagaandan sumber daya manusia
aparatur pengelola keuangan kampung melalui penataan organisasi,
sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi
informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang
memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan kampung.

8. Monitoring Ka



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan
anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarandilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kampung.

8.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBKp melalui penyusunan laporan keuangan secara
tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi yang berlaku.

9.

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan kampung, diharapkan kepada para Penguluuntuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna
dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya .lebih
dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga
kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas
dan disetujui bersama antara Pemerintah Kampung dan Urang Tue,
dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi
maksimum sama dengan sisa masa jabatan Pengulu yang
bersangkutan.
Kerjasama kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa
kampung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara
lebih efektif dan efesien, pemerintah kampung dapat menyusun
program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar kampung.
Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan
korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi, kepada Pengulu untuk segera :

1) Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
2) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar

dalam pelaksanaannya;
3) Bersama-sama dengan Urang Tue melakukan pencegahan

terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Kampungbaik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, PAKp maupun
sumber keuangan lainnya.

Mekanisme penyaluran operasional pemerintahan kampungdisalurkan dapat bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung
yang bersumber dari APBN.
Pemerintah Kampung dapat menganggarkan insentif Staf Pemerintah
Kampung dan Kader Posyandu, jumlah kader posyandu_ sesuai
dengan kebutuhan kampung dan besaran honorarium ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

.

Pemerintah Kampung wajib menganggarkan biaya kebersihan
kampung yang meliputi :

a. Petugas kebersihan
- Petugas kebersihan kampung minimal 2 (dua) orang dan

maksimal 4 (empat) orang sesuai dengan luas wilayah dan
cakupan wilayah yang harus dibersihkan.

- Penunjukan petugas kebersihan ditetapkan oleh pengulu
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

- Dalam melaksanakan tugas, petugas kebersihan secara
fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Lingkungan Hidup
dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu.

- Dinas Ko



17.

18.

19,

- Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan kampung.

b. Besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana

- Pengadaan Gerobak Sampah
- Pengadaan Kotainer sampah khusus kecamatan blangkejeren

yaitu Kampung Kota Blangkejeren, Kampung Kutalintang,
Kampung Jawa, Kampung Penampaan, Kampung Penampaan
Uken, Kampung Durin, Kampung Bacang, Kampung Bukit dan
Kampung Bustanussalam serta Kerukunan Kota KutapanjangKecamatan Kutapanjang.

- Peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung.
Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Pemerintah Kampung .wajib
menganggarkan minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)untuk kegiatan penghijauan daerah aliran sungai/hulu sungai/taman/ruangterbuka hijau kampung.
Pedoman penggunaan dana dan pelaksanaan teknis Kegiatan pelestarian
lingkungan hidup difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Keputusan
Bupati.
Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan dikampung,pemerintah kampung agar menyelenggarakan kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan sebagai berikut :

a. Guru PAUD
- Jumlah Guru PAUD sesuai dengan kebutuhan kampung.- Penunjukan Guru PAUD ditetapkan oleh pengulu setelah

mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- Dalam melaksanakan tugas, Guru PAUD secara fungsional

bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan secara
struktural bertanggungjawab kepada pengulu.

- Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PAUD
kampung.

b. Besaran honorarium Guru PAUD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD.
Dalam rangka meningkatkan Penegakan Syariat Islam dikampung,
pemerintah kampung wajib menyelenggarakan kegiatan TPA /
TPQ/Madrasah non formal milik kampung dengan memperhatikan
sebagai berikut :

a. Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur’an
- Jumlah Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur’an sesuai

dengan kebutuhan kampung.
- Penunjukan Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur’an

ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari
Dinas Syariat Islam.

- Dalam melaksanakan tugas, Guru Mengaji dan Guru Tahfidz
Al-Qur’an secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas
Syariat Islam dan secara struktural bertanggungjawab kepada
pengulu.

- Dinas



20.

21.

22.

- Dinas Syariat Islam wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
TPA/TPQ/Madrasah non formal milik kampung.

b. Besaran honorarium Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur’an
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA/TPQ/Madrasah non formal
milik kampung.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan
penegakan Syariat Islam, Pemerintah Kampung wajib mengangkat
anggota Perlindungan Masyarakat dan Wilayatul Hisbah (Linmas dan
WH) Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung sebagai
berikut :

a. Kampung dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan
1.500 jiwa = 5 Anggota Linmas dan WH.

b. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1.501 = 7 Anggota
Linmas dan WH.

c. Penujukan anggota Linmas dan WH ditetapkan oleh pengulu
setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah.

d. Dalam melaksanakan tugas, anggota Linmas dan WH
_
secara

fungsional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah dan secara struktural bertanggungjawab
kepada pengulu.

e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan
kampung.

f. Besaran insentif anggota Linmas dan WH kampung ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap
bahaya dan penyalahgunaan narkotika dikampung, pemerintah
kampung _wayib menyelenggarakan program Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedar Gelap Narkotika
(P4GN) meialui salah satu kegiatan sebagai berikut :

a. Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba melalui konvensional
tatap muka. (khusus kampung dalam wilayah Kecamatan
Blangkejeren, Dabun Gelang, Blangpegayon, Kutapanjang,
Blangjerango dan Rikit Gaib).

b. Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Narkoba melalui Media Cetak
Luar Ruang dan Media Cetak Lainnya seperti Baliho, Spanduk,
Banner, Stiker dan Flyer. (khusus kampung dalam wilayah
Kecamatan Putri Betung, Pantan Cuaca, Tripe Jaya, Terangun dan
Pining).

c. Membentuk Penggiat Anti Narkoba yang terdiri dari 5 (lima) warga
kampung.

d. Lomba Karya Seni Gayo Anti Narkoba.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedar
Gelap Narkotika (P4GN).
Dalam rangka mengupayakan pengendalian penduduk, keluarga
berencana dan pembangunan keluarga dikampung, pemerintah
kampung dapat menyelenggarakan biaya operasional Pembantu

Pembina |



Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Honorarium Kader
Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan
Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan prinsip efesiensi dan sesuai
dengan kemampuan keuangan kampung, dengan memperhatikan
sebagai berikut :

a. Penunjukan Kader ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat
rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Dalam melaksanakan tugas, kader secara fungsional
bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dan secara_ struktural bertanggungjawab kepada
pengulu.

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan operasional PPKBD, Kader Bina Keluarga Balita
(BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina
Keluarga Lansia (BKL)dikampung.

23. Dalam rangka meningkatkan penegakan Syariat Islam pada masyarakat
kampung, pemerintah kampung dapat menganggarkan tambahan
penghasilan/Honorarium Pegawe Kampung dan besarannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

24. Dalam rangka mendukung pengajian dan Perwiridan Ibu-Ibu dikampung,
pemerintah kampung wajib menganggarkan pengadaan baju wirid persatuan
minimal 20 stel setiap kampung.

25. Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung (PPKKp) dan Tim Pengelola
Kegiatan dapat diberikan Honorarium dan besarannya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

26. Penganggaran SiLPA yang bersumber dari Dana Kampung Tahun Anggaran
2018 di Anggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2019.

MEKANISME PENETAPAN APBKp.
Mekanisme penetapan APBKp berpedoman kepada Pasal 34 Peraturan
Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Kampung, sebagai berikut :

a. Pembahasan Dan Pengesahan APBKp.
(1) Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Resam Kampung

tentang APBKp kepada Pengulu.
(2) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp_ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan pengulu kepada Urang Tue
untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah
Urang Tue.

(3) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan
oktober tahun berjalan.

(4) Dalam hal Urang Tue tidak menyepakati Rancangan Resam
Kampung tentang APBKp yang disampaikan pengulu, pemerintah
Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan
dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan
Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Pengulu hao



(5) Pengulu menetapkan Peraturan Pengulu sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Evaluasi APBKp.
|

(1) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp disampaikan
pengulu kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi. .

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan
Evaluasi Rancangan Resam Kampung tentang APBKp.

(3) Penyampaian Rancangan Resam Kampung tentang APBKp
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
dokumen paling sedikit meliputi :

a.
b.
Cc.

d.

Surat Pengantar;
Rancangan peraturan pengulu mengenai penjabaran APBKp;
Resam Kampung mengenai RKPKp;
Resam Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak
asai usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
Resam Kampung mengenai pembentukan dana cadangan,
jika tersedia;
Resam Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia;

e.

f.

Berita Acara Hasil Musyawarah Urang Tue;g
Camat menetapkan hasil evaluasi Resam Kampung tentang
APBKp paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Resam Kampung tentang APBKp.;
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengulu
menetapkan Resam Kampung tentang APBKp menjadi
Dokumen Sah Resam Kampung;
Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Resam
Kampung tentang APBKp tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, Pengulu melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi; dan
Penetapan hasil evaluasi rancangan Resam Kampung
tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada huruf h
ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama (a.n.)
Bupati.

k.

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun
Anggaran 2019 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

fern GAYO LUES, A

UHAMMAD AMRU


